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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme perlu disusun pedoman untuk mencegah dan
menangani terjadinya benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam
dalam penanganan benturan kepentingan, perlu
pedoman penanganan benturan kepentingan di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri
dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam
Rangka  Pendayagunaan = Aparatur Negara  dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun
1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai
Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Kesederhanaan Hidup;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
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Menetapkan

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode
Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 465);

14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN.

Pasal 1
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah pedoman
bagi pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, untuk memahami, mencegah, dan mengatasi
terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya.

Pasal 2
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.
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Pasal 3

(1) Setiap Pegawai harus menaati Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan.

(2) Setiap Pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi
benturan kepentingan harus melaporkan keadaan
tersebut kepada atasan langsung.

(3) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran
atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan

pelanggaran tersebut kepada Pimpinan unit.

Pasal 4
(1) Pimpinan Unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan wajib melakukan:
a. identifikasi potensi benturan kepentingan dan
merancang kegiatan penanganannya; dan
b. monitoring dan evaluasi internal secara berkala
setiap triwulan terhadap hasil identifikasi benturan
kepentingan;
(2) Identifikasi potensi benturan kepentingan, monitoring
dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan secara berkala kepada Inspektorat Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5
Identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan
penanganannya didokumentasikan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6
Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan
pembinaan dan monitoring kepada seluruh Unit Kerja dalam

rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman
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